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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara
Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta di Luar Negeri;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5388);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan
Pengguna Perseorangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER 14/MEN/XI1/2010 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna
Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERWAKILAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA SWASTA DI LUAR NEGERIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di
luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu
dengan menerima upabh.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang
selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan yang selanjutnya
disebut Perwalu adalah perwakilan PPTKIS yang berada di negara
tujuan penempatan TKI yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS
yang bersangkutan.

Kelompok PPTKIS adalah gabungan dari beberapa PPTKIS yang akan
membentuk satu Perwalu di negara tujuan penempatan.
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10.

11.

12.
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(2)

3 2013, No.804

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan
Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
masing-masing pihak.

Perpanjangan Perjanjian Kerja adalah proses memperpanjang
perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak yang memuat
syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka
waktu tertentu.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan
Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah
Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada
organisasi Internasional.

Atase Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada kementerian
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan
pada Perwakilan Diplomatik tertentu yang proses penugasannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di provinsi.

Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur
Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB Il
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 2

PPTKIS yang menempatkan TKI di negara tujuan penempatan wajib
membentuk Perwalu.

Pembentukan Perwalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh PPTKIS secara sendiri maupun secara bersama-sama
oleh beberapa PPTKIS.

Pasal 3

PPTKIS yang membentuk Perwalu secara sendiri, wajib melaporkan kepada
Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
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